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LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG

Tahun 2007 Seri  C

Menimbang :  a

Meng inga t  :  1 .

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 3 TAHUN 2OA7

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG.

bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat,
terc iptanya keamanan dan kenyamanan dalam mengkonsumsi
daging hewan serta untuk meningkatkan Pendapatan Asl i  Daerah
(PAD) per lu memfungsikan kembal i  Rumah Potong Hewan mi l ik
Pemerintah Kota Tangerang;

bahwa berdasarkan peft imbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Retr ibusi  Rumah Potong Hewan;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Repub l ik  Indones ia  Tahun 1967 Nomor  10 ,  Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2842)',

Undang-Undang Nomor  B Tahun 1981 ten tang K i tab  Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republ ik Indonesia
Tahun 1981 Nomor  76 ,  Tambahan Lembaran Negara  Repub l ik
Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun '1993 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat l l  Tangerang (Lembaran Negara
Repub l ik  Indones ia  Tahun 1993 Nomor  18 ,  Tambahan Lembaran
Negara Republ ik lndonesia Nomor 3518);
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4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retr ibusi  Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 1997
Nomor  41 ,  Tambahan Lembaran Negara  Repub l ik  lndones ia  Nomor
3685)  sebaga imana te lah  d iubah dengan Undang-undang Nomor  34
Tahun 2000 ten tang Perubahan Atas  Undang-undang Nomor  1B
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retr ibusi  Daerah (Lembaran
Negara Republ ik lndonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048)',

5.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia
Nomor  3699) ;

6 .  Undang-Undang Nomor  23  Tahun 2000 ten tang Pembentukan
Prop ins i  Banten  (Lembaran Negara  Repub l ik  Indones ia  Tahun 2000
Nomor  182,  Tambahan Lembaran Negara  Repub l ik  Indones ia  Nomor
a010) ;

7.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republ ik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Neqara
Repub l ik  Indones ia  Nomor  4389) ;

8.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, f  ambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor B Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggant i  Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Menjadi  Undang-Undang (Lembaran Negara Republ ik lndonesia
Tahun 2005 Nomor  108,  Tambahan Lembaran Negara  Repub l ik
lndonesia Nomor 4548)',

9 .  Undang-Undang Nomor  33  Tahun 2004 ten tang Per imbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)',

l0.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan
Masyarakat Veter iner (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun
1983 Nomor  36 ,  Tambahan Lembaran Negara  Repub l ik  Indones ia
Nomor  3258) ;

l l .Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republ ik lndonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara  Repub l ik  Indones ia  Nomor  3258) ;

12.Pera|uran Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retr ibusi
Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesra Tahun 2001 Nomor
119,  Tambahan Lembaran Negara  Repub l ik  Indones ia  Nomor  4139) ,



13. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai
Negeri  Sipi l  (PPNS) (Lembaran daerah Kota Tangerang Nomor
Tahun 2000 Nomor 7 Ser i  D):

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG

dan
WALIKOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah in i  yang dimaksud dengan .

1.  Daerah adalah Kota Tangerang.

2.  Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.

3.  Wal ikota adalah Wal ikota Tangerang.

4  D inas  ada lah  D inas  Per tan ian  Kota  Tangerang.

5.  Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Tangerang

6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tangerang.

7.  Retr ibusi  Jasa Usaha adalah retr ibusi  atas jasa pelayanan yang
disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut pr insip
komersial .

B.  Retr ibusi  Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut retr ibusi
adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasi l i tas rumah
potong hewan termasuk tempat pemakaian kandang ist i rahat.

9.  Hewan Potong adalah Sapi ,  Kerbau, Kuda, Kambing dan Domba.

1 0.  Waj ib Retr ibusi  adalah orang pr ibadi  atau badan hukum yang
memanfaatkan/menggunakan jasa pelayanan Rumah Potong
Hewan.

1 1 .  Masa Retr ibusi  adalah jangka waktu ter tentu yang merupakan batas
waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan fasil i tas rumah
pemotongan hewan.

12.Surat  Ketetapan Retr ibusi  Daerah yang selanjutnya dis ingkat SKRD
adalah Surat  Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retr ibusi
yang terutang.

13.Surat  Tagihan Retr ibusi  Daerah selanjutnya dis ingkat STRD adalah
untuk melakukan tagihan retr ibusi  dan/atau sanksi  administrasi
berupa bunga dan atau denda.



14. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya dis ingkat RPH adalah suatu
bangunan dengan desain ter tentu yang digunakan sebagai  tempat
memotong hewan selain unggas bagi  konsumsi masyarakat luas
yang dikelola/mi l ik  Pemerintah Kota Tangerang.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal  2

Dengan nama Retr ibusi  Rumah Potong Hewan dipungut retr ibusi
kepada set iap orang pr ibadi  atau Badan Hukum yang menggunakan
fasi l i tas Rumah Potong Hewan dan/atau kandang ist i rahat.

Pasal  3

Obyek retr ibusi  adalah penyediaan fasi l i tas rumah potong hewan
dan/atau kandang ist i rahat.

Pasal 4

Subyek retr ibusi  adalah set iap orang pr ibadi  atau badan hukum yang
menggunakan jasa pelayanan rumah potong hewan dan/atau kandang
ist i rahat.

BAB I I I

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal  5

Retr ibusi  Rumah Potong Hewan termasuk golongan retr ibusi  Jasa
usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retr ibusi  rumah potong hewan diukur
berdasarkan jenis pelayanan dan hewan yang dipotong.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal  7

Pr insip penetapan tar i f  retr ibusi  dan ,kandang ist i rahat berdasarkan
tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai  penggant i
b iaya administrasi ,  b iaya pembangunan, perawatan rumah potong
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Pasal 8

Struktur dan besarnya tar i f  d i tetapkan sebagai  ber ikut  .

a.  Retr ibusi  tempat pemotongan :

1.  Hewan ternak besar (Sapi ,  Kerbau, Kuda) Rp.15.000/ekor
2.  Hewan ternak keci l  (  Kambing, Domba) Rp. 7.000/ekor

b.  Kandang lst i rahat :

1.  Hewan ternak besar (Sapi ,  Kerbau, Kuda) Rp. 2000/ekor
2 .  Hewan te rnak  kec i l  (  Kambing ,  Domba)  Rp 1 .000/ekor

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 9

(1) Pemungutan retr ibusi  t idak dapat diborongkan.

(2) Retr ibusi  d ipungut dengan menggunakan sKRD atau dokumen yang
dipersamakan

Pasa l  10

(1)  Has i l  pemungutan re t r ibus i  sebaga imana d imaksud daram pasar  B
disetor ke Kas Daerah.

(2 )  Da lam ha l  pembayaran d i lakukan d i tempat  la in  yang d i tun juk ,  maka
hasi l  pener imaan retr ibusi  harus disetor ke Kas Daerah par ing
lambat 1 x 24 jam atau sesuai  ketentuan peraturan perundang-
undangan yang ber laku .

Pasa l  11

(1) Pembayaran retr ibusi  yang terutang waj ib di lunasi  sekal igus.

(2) Retr ibusi  yang terutang di lunasi  pal ing lambat 15 ( l ima belas) har i
sejak di terbi tkannya SKRD atau dokumen la in yang dipersamakan.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasa l  12

Dalam hal  waj ib retr ibusi  t idak membayar tepat waktunya atau kurang
membayar,  d ikenakan sanksi  administrasi  berupa bunga sebesar 2%
(dua persen) set iap bulan dar i  besarnya retr ibusi  yang terutang, yang
t idak atau kurang dibayar dan di tagih dengan menggunakan STRD.



BAB VII I

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasa l  13

(1)Penagihan retr ibusi  kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3
(tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi.

(2)  Kadaluarsa penagihan retr ibusi  sebagaimana dimaksud pada ayat
(1 ) ,  te r tangguh apab i la  :

a.  d i terbi tkan Surat  Teguran dan Surat  Paksa;
b.  ada pengakuan utang retr ibusi  dar i  waj ib retr ibusi  baik langsung

maupun t idak  langsung.

BAB IX

TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 14

(1)P iu tang re t r ibus i  yang t idak  mungk in  d i tag ih  lag i  karena hak  un tuk
melakukan penag ihan sudah kada luarsa  dapat  d ihapus .

(2) Wal ikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retr ibusi  yang
sudah kada luarsa  sebaga imana d imaksud pada ayat  (1 ) .

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasa l  15

Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah in i  d i lakukan oleh
Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai Neger i  Sipi l  (PPNS)
di l ingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya di tetapkan
dengan peraturan perundang-undangan yang ber laku

Pasa l  16

(1)  Peny id ik  Pegawai  Neger i  S ip i l  sebaga imana d imaksud da lam Pasa l
15, mempunyai  wewenang dan kewaj iban melaksanakan
penyidikan sebagai  ber ikut  :

a.  menerima laporan atau pengaduan dar i  seseorang terhadap
adanya t indak pidana;

b.  melakukan t indakan pertama pada saat i tu di  tempat kejadian
dan melakukan pemeriksaan.

c.  menyuruh berhent i  seorang tersangka dan memeriksa tanda
pengenal di r i  tersangka;



d. melakukan penyi taan benda atau surat ;

e.  mengambi l  s id ik jar i  dan memotret  seseorang;

f .  memanggi l  seseorang untuk didengar dan diper iksa sebagai
tersangka atau saksi ;

g mendatangkan seorang ahl i  yang diper lukan dalam
hubungannya dengan pemeriksaan perkara,

h.  menghent ikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dar i
Penyidik Umum bahwa t idak terdapat cukup bukt i  atau per ist iwa
tersebut bukan merupakan t indakan pidana dan selanjutnya
mela lu i  Peny id ik  Umum member i tahukan ha l  te rsebut  kepada
Penuntut  Umum, tersangka atau keluarganya' ,

i .  mengadakan t indakan la in  menuru t  hukum yang dapat
d i perta ng g u ngjawa b ka n.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( '1) ,  memberi tahukan
d imula inya  peny id ikan dan menyampaikan has i l  peny id ikannya
kepada penuntut  umum sesuai  ketentuan yang diatur dalam
Undang-undang Nomor  B Tahun 198 l  ten tang K i tab  Undang-
undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasa l  17

(1)  Barang s iapa yang menggunakan/memanfaatkan rumah
hewan dan/atau kandang ist i rahat dengan senga1a atau
kelalaiannya t idak membayar retr ibusi  d iancam dengan
kurungan pa l ing  lama 3  ( t iga)  bu lan  a tau  denda pa l ing
Rp 2 .000.000, -  (dua ju ta  rup iah) ;

(2 )  T indak  p idana sebaga imana d imaksud pada ayat  (1 )
pelanggaran.

potong
karena
p idana

t ingg i

ada lah

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasa l  18

Hal -ha l  yang be lum cukup d ia tu r  da lam Pera turan  Daerah in i ,
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut  o leh
Wal ikota.

Pasa l  19

Peraturan Daerah in i  mulai  ber laku pada tanggal  d iundangkan.
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Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kota Tangerang.

H. WAHIDIN HALIM

Diundangkan di T a n g e r a n g
Pada Tanggal 31 Januari 2007

*: I _..

,'\ . \'' -
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

/,r,,. /__--**
I  t  '  ' - " ' h !

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2OO7 NOMOR 2 SERI C

I,

Di te tapkan  d i  Tangerang .
Paddanqml 31 Januari 2007


